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SALINAN PUTUSAN
Nomor: 072/Pdt.G/2016/PAMS.

e M o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Maijelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Misti Asih binti Sujiono, umur 34 tahun, Agama istam, Pendidikan terakhir
SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Jalan Bima
Sakti Blok C RT.011 RW. 04 Desa Pandan Makmur
Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung
Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN:

Puji Santoso bin Kasbun, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir
SMP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal dahuiu
tinggal di Jalan Blok C RT.011 RW. 04, Desa
Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, sekarang tidak diketahui
alamatnya yang jelas di wilayah RI, selanjutnya
disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA _
Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Maret
2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak
dibawah register Nomor. 072/Pdt.G/2015/PA.MS. tanggal 08 Maret 2016 telah
mengajukan permohonan ceral gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai
berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2007 Penggugat dan Tergugaé’
melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Keca #a -
Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana te hqu@j

dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/1V/2007, tanggal 19 April —

2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Geragai, Kabupaten

Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 25
tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 28 tahun;

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapakan sighat taklik
talak sebagaimana lazimnya;

4. Bahwa seielah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya
bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua
Penggugat di Desa Pandan Makmur selama lebih kurang 3 tahun, sampai
akhirnya berpisah; dan belum dikaruniai anak (Bakhda Dukhuf);

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan dengan rukun dan hammonis, akan tetapi sejak bulan November
tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan
terjadi perselisihan yang sulit diatasi, tanpa ada sebab yang jelas.
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit untuk mencari kerja akan
tetapi tidak ada kabar berita yang jelas sampai sekarang;

6. Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak ada meningalkan harta yang
dapat dijadikan nafkah bagi kebutuhan hidup Penggugat;

7. Bahwa Penggugat tefah berusaha mencari keberadaannya, akan tetapi
tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat, sedangkan HP
Tergugat juga sudah tidak akéf lagi;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3
tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana
sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat ftidak lagi
melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
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9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa diperta
lagi, karena kepergian Tergugat yang tak ada memberi kabar
apapun serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat
berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang -

undangan yang berlaku;
Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -

adiinya.

Bahwa, pada hari sidang yang felah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak

pemah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk

menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut
berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor 072/Pdt.G/2016/PA.MS. tanggal
15-03-2016 dan 15-04-2016 dan kefidakhadiran Tergugat bukan disebabkan
oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan

pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2018 tentang Mediasi
tidak dapat dilaksanakan;

Banhwa, sefanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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mengajukan alat-alat bukti berupa:

h\
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/1\V/2007 tanggal 19 Apl

Bahwa, untuk membuktikan dall gugatannya Penggu

~

yang dikejuarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan A\
Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang telah
dinazzeglen, setelah dicocokkan temyata sesuai dengan astinya, lalu diberi

kode (P.1);

Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 451.6/235/PM/2016, tanggal 06 Juni
2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandan Makmur, Kecamatan
Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang telah dinazzeglen, lalu
diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat

juga mengajukan 2 {dua) orang saksi masing-masing bermmama;

1. Sutrimo bin Kusno, umur 44 tahun, agama lslam, pekerjaan tani, bertempat

tinggal di RT 12, RW 04, Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai,

Kabupaten Tanjung Jabung Timur,- yang menerangkan di bawah sumpah

pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, mengenal Penggugat sejak
saksi menikah dengan kekak Penggugat, sedangkan dengan Tergugat
saksi mengenalnya bernama Puji Santoso;

- bahwa saksi juga tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat
dengan jarak lebih kurang 300 meter;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah di di rumah orang fua Penggugat di Blok C Desa Pandan
Makmur dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;

- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Desa Pandan Makmur sampai akhimya
berpisah;

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana
biasa dan tidak ada perselisihan, dan pada tahun 2012 Tergugat pergi
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pamitan untuk bekerja ke daerah Singkut, Sarolangun, n
sekarang tidak pemah kembali lagi;

- bahwa selama kepergian Tergugat sudah berjalan 3 ta lebi ﬁr/
Tergugat tidak pemah mengirimkan nafkah wajib; _ S

- bahwa Penggugat tidak tahu harus mencari Tergugat kemana, karena
HPnya tidak aktif lagi sedangkan keluarga Tergugat tidak ada yang bisa
dihubungi karena Tergugat sebagai perantauan dari Jawa sendiri disini,
sehingga pencarian tidak menghasitkan apa-apa;

. Sariyem binti Rasden, umur 33 tahun, agama Islam, peketjaan ibu rumah

tangga, tempat tinggat di Jalan Bima Sakti Blok C, RT 11, Desa Pandan

Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang

menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena berteman
dengan Penggugat sejak keci, sedangkan dengan Tergugat saksi
mengenalnya setelah ia menikah dengan Penggugat;

- bahwa saksi tinggal bertetangga bersebelahan rumah dengan
Penggugat dan Tergugat;

- bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah
orang tua Penggugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, tetapi mereka
hidup cukup harmonis dan layaknya orang berumahtangga, namun pada
tahun 2012 Tergugat pergi pamitan untuk bekerja ke daerah Singkut,
Sarolangun, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

- bahwa selama kepergian Tergugat sudah lebih 3 tahun, Tergugat tidak
pemah mengirimkan kabar atau nafkah wajib;

- bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehar-hai Tergugat bekerja sendiri,
karena Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan
sebagai sumber nafkah;

- bahwa Penggugat tidak tahu harus mencari Tergugat kemana, karena
HPnya tidak akiif lagi sedangkan keluarga Tergugat tidak ada yang bisa
dihubungi karena Tergugat sebagai perantauan dari Jawa sendiri disini,
sehingga tidak tahu harus mencari kemana;
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Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat mem{
mengaiukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya uniuk selanjutnya mohon
putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam
berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai
bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan fujuan gugatan Penggugat adaiah
sebagaimana yang telah didraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan afat bukfi tertulis (Bukti P.1) perkara
ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 dan
pasai 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan
kewenangan mutlak Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti tertulis (Bukti P.2) yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, terbukti bahwa Tergugat telah ghaib
dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan  Nomor:
072/Pdt. G/2016/PAMS,, tanggal 15-03-2016 dan 15-04-2016 melalui RRI
Jambi pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap
di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir danfatau tidak pula
menguius orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga
keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan
ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa
hadirnya Tergugat (Verstek);
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sampai saat ini telah berjalan 3 tahun lebih;

% Bahwa selama kepergian Tergugat sampai saat ini Terguga ek

pernah kembali dan tidak ada mengirimkan kabar berita apalagi nafkah
wajib,
"+ Bahwa usaha untuk mencari keberadaan Tergugat sudah dilakukan
namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi
pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yakni

1. Pendapat Syaikh Abu Bakar Syatha dalam kitab Fanatuththalibin, juz iV,
halaman 238:

kwi”&(glgjﬂ;\gb&ﬁ\jiﬂuﬁwh&ogwib

Artinya: "Diperbolehkan memutus atas Tergugat yang ghaib dari wilayah
' yuridiksi atau Tergugal yang lidak hadir dalam persidangan, baik
karena bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat punya
hujjah.” '
2. Pendapat Syaikh Sayid Sabiq dalam Kitab Figh Sunnah, Halaman 239:
ol ST o« LBl s 5 a3 s B Y W g o3 0] il BB 1
Wil oW 5% 55 il & 1 0 e o dlls g (3300 L
Artinya: "Apabila isti menganggap bahwa suaminya lelah melakukan
kemudharatan yang ia tidak mungkin fagi sanggup hidup bersamanya,
maka ia boleh menggugal cerai kepada hakim, dan kefika itu hakim
memutus dengan talak ba'in shughro. Hal ini ketika nyata ferbukti

kemudharatl itu, dan hakim pun lidak bisa lagi mendamaikannya"

Menimbang bahwa dengan adanya perlakuan Tergugat yang didalitkan
Penggugat untuk alasan perceraian, hal mana telah dapat dibuktikan
Penggugat di persidangan, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga
Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak memiliki kepastian,
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tidak diketahui dimana, sehingga perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina
rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa
alasan-aiasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f} Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum {slam, oleh karena ifu gugatan Penggugat unfuk bercerai dengan
Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk teribnya pencatatan di Kantor Urusan Agama
Kecamatann, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk
mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman
Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan
dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009; '

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peratwran perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
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Biaya Administrasi
Biaya Proses

Biaya Panggilan :
Biaya Redaksi :
Biaya Materai

O AW

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Panitera Pengganti,

TTD

KURNIA MURNI MAHARANI SH, MH

30. 000,-
50. 000,-
255. 000,-
5. 000,-
6. 000.-

Jumilah :
Terbilang: (tiga ratus empat
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Rp

346.000,-

puluh enam ribu rupiah);

Muara Sabak, 20 Juli 2016
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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